BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dilihat berdasarkan tercapainya tujuan organisasi Sudin PPKUKM Pada
Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ini yaitu berada
pada kategori “Belum Efektif”. Dikarenakan masih terdapatnya kendala dan
masalah yang ditemui pada kenyataan mengenai pelaksanaan kegiatan
organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi efektivitas pelaksanaan program
pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur) oleh Suku Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada
Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu : Faktor
organisasi, Faktor lingkungan, Faktor pekerja, dan Kebijakan praktik
manajemen. Semua faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam pencapaian
tujuan Suku Dinas PPKUKM pada Kecamatan Pancoran Kota Administrasi
Jakarta Selatan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan para pelaku UMKM di
Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan tercapainya efektivitas
organisasi ini. Kesemua faktor tersebut harus sejalan dan
berkesinambungan. Namun, hal ini tidak lepas dari peran dan dukugan
anggota Sudin PPKUKM di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, para

investor serta masyarakat Kecamatan Pancoran.
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B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan
program pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur) oleh Suku
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada
Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, peneliti memberikan
saran-saran sebagai berikut :

1. Memperbaiki internal organisasi tersebut, yaitu dengan pembenahan,
Mengajak masyarakat Kecamatan Pancoran khusus Pelaku UMKM untuk
lebih mau menggunakan Sudin PPKUKM sebagai wadah pelatihan dan
pembelajaran dalam hal berwirausaha,

2. Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang akan duduk dalam
organisasi Sudin PPKUKM ini. Dengan menyeleksi calon pegawai yang
mempunyai pengetahuan yang benar-benar menguasai di bidangnya,
bukan hanya mampu bekerja tetapi juga harus mampu menganalisis dan
menyimpulkan tugas dan tanggungjawabnya

3. Memberikan pelatihan-pelatihan atau training sesuai bidang tugasnya dan
mengadakan pertemuan bersama secara berkala untuk membahas
permasalahan-permasalahan UMKM.

4. Para pelaku UMKM dan dapat melaksanakan program nya secara
maksimal, dan diperlukan kerja sama yang baik dan kompak terhadap

sesama rekan Kkerja agar terlaksananya tujuan yang diinginkan.
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